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WALIKOTA DEPOK
PERATURAN WALIKOTA DEPOK

NOMOR : 20 TAHUN 2006
TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL KETENAGAKERJAAN

WALIKOTA DEPOK,
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Keputusan Gubernur Jawa Barat
Nomor 66 Tahun 2004, Bupati/Walikota bertanggung jawab dalam
penyelenggaraan Ketenagakerjaan sesuai SPM yang telah ditetapkan oleh
perangkat Kabupaten / Kota;
bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu ditetapkan Standar Pelayanan Minimal Ketenagakerjaan,
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a
dan b, serta ketentuan Pasal 11 Keputusan Gubernur dimaksud, perlu
ditetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Pelayanan Minimal
Ketenagakerjaan,
Undang undang Nomor 1 Tahun 1970, Tentang Keselamatan Kerja
(Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 01, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 2918);
Undang undang Nomor 7 Tahun 1981, Tentang Wajib Lapor
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3201), '
Undang undang Nomor 03 Tahun 1992, Tentang Jaminan Sosial Tenaga
Kerja (Lembaran Negara Nomor 14 Tahun 1992, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3468);

4. Undang .....




10.

11.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya
Daerah Tingkat Il Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat Il Cilegon
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3828),

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3851);

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerjal/Serikat
Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 121,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3989);

Undang undang Nomor 13 Taun 2003, Tentang Ketenagakerjaan
(Lembaran Negara Nomor 39 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4279),

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4286),

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Nomor 53, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4389),

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400y,

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8
Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi
Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4548),

12. Undang .....



Menetapkan

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran
Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3852),

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4090);

Peraturan Pemerintan Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4578);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2001 tentang
Pengawasan Represif Kebijakan Daerah;

Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 66 Tahun 2004 tentang Standar
Pelayanan Minimal Ketenagakerjaan Kabupaten dan Kota di Propinsi Jawa
Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2004 Nomor 19);
Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2003 tentang Kewenangan
(Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2003 Nomor 33);

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2003 tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kota Depok Tahun 2003 Nomor 34).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA DEPOK TENTANG STANDAR PELAYANAN
MINIMAL KETENAGAKERJAAN




BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1.

2
3.
4

10.

11.
12.

Kota adalah Kota Depok.
Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Depok.
Walikota adalah Walikota Depok.
Unit Organisasi adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas dan
Lembaga Teknis Daerah.
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah
suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan
Peraturan Daerah tentang APBD.
Urusan wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan
hak dan pelayanan dasar warga negara.
Jenis Pelayanan adalah kegiatan untuk melaksanakan urusan wajib.
Pelayanan Dasar kepada masyarakat adalah fungsi Pemerintah Kota dalam
memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk
meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat.
Target Tahunan adalah nilai persentase pencapaian kinerja pada tahun
yang bersangkutan.
Standar Pelayanan Minimal Ketenagakerjaan adalah tolok ukur untuk
mengukur kinerja penyelenggaraan urusan wajib Daerah Keternagakerjaan
yang selanjutnya disebut SPM Bidang Ketenagakerjaan.
Indikator Kinerja adalah tolok ukur keberhasilan per jenis pelayanan.
Target Tahunan adalah nilai peresentase pencapaian kinerja pada tahun
yang bersangkutan.
BAB |l
TUJUAN DAN FUNGSI
SPM KETENAGAKERJAAN
Pasal 2

Tujuan ditetapkannya SPM Ketenagakerjaan adalah :

a.
b.

Meningkatkan kualitas pelayanan Ketenagakerjaan kepada masyarakat;

Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan Ketenagakerjaan.

Pasal 3 .....



Pasal 3

Fungsi SPM Ketenagakerjaan sebagai :

a.  Alat untuk menjamin tercapainya kondisi rata-rata minimal yang harus
dicapai Pemerintah Kota sebagai penyedia pelayanan Ketenagakerjaan
kepada masyarakat.

b. Tolok ukur untuk mengukur kinerja penyelenggaraan urusan wajib Daerah
berkaitan dengan pelayanan Ketenagakerjaan.

c. Dasar penentuan belanja publik dengan prioritas utama pelayanan
Ketenagakerjaan kepada masyarakat berbasis anggaran kinerja.

d. Acuan Prioritas Perencanaan Daerah dan prioritas pembiayaan APBD
pelayanan Ketenagakerjaan.

e. Alat monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan urusan wajib

Ketenagakerjaan di Pemerintah Kota.

BAB Il
SPM KETENAGAKERJAAN
Pasal 4
SPM Ketenagakerjaan berkaitan dengan pelayanan Ketenagakerjaan yang
meliputi Jenis Pelayanan beserta Indikator Kinerja dan target tahun 2006, 2007,
2008 2009 dan tahun 2010 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan

ini.

BAB IV
PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 5
SPM Ketenagakerjaan ini, merupakan acuan dalam Pelaksanaan pelayanan
Ketenagakerjaan.
Pasal 6
Penyelenggaraan Pelayanan Ketenagakerjaan oleh Unit Organisasi atau Badan
Usaha Milik Daerah atau Lembaga Mitra Pemerintah dilakukan sesuai SPM

Ketenagakerjaan yang telah ditetapkan.




Pasal 7
Penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 peraturan
ini, secara operasional dikoordinasikan oleh Unit Organisasi yang membidangi
Ketenagakerjaan.
Pasal 8
Penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 peraturan

ini. dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

BAB V
MEKANISME DAN KOORDINASI PELAKSANAAN
SPM KETENAGAKERJAAN
Pasal 9

Mekanisme dan Koordinasi Pelaksanaan SPM Ketenagakerjaan yaitu sebagai

berikut :

a Pelaksanaan SPM Ketenagakerjaan dapat dilaksanakan oleh Unit
Organisasi atau Badan Usaha Milik Daerah atau Lembaga Mitra
Pemerintah sesuai SPM Ketenagakerjaan yang telah ditetapkan;

b Perencanaan Pembangunan Daerah Ketenagakerjaan untuk tahun
anggaran yang bersangkutan mengacu pada SPM Ketenagakerjaan yang
telah ditetapkan;

¢ Melakukan sosialisasi, diseminasi, pelatihan penyelenggaraan SPM
Ketenagakerjaan;

d. Menjabarkan standar-standar teknis dalam pelayanan Ketenagakerjaan;

e. Melakukan Survey Kepuasan Masyarakat secara teratur terhadap
pelaksanaan SPM Ketenagakerjaan;dan

f  Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkesinambungan di

bidang Ketenagakerjaan.

BAB Vi
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 10
Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan Ketenagakerjaan sesual
SPM Ketenagakerjaan dilakukan oleh Unit Organisasi yang membidangi

Ketenagakerjaan. RAR /I



BAB Vi
EVALUASI DAN PELAPORAN
Pasal 11
Kepala Unit Organisasi yang membidangi Ketenagakerjaan menyampaikan
laporan pencapaian kinerja pelayanan Ketenagakerjaan sesuai SPM
Ketenagakerjaan kepada Walikota pada setiap akhir tahun anggaran.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 12
Sumber pembiayaan pelaksanaan pelayanan Ketenagakerjaan untuk
pencapaian target sesuai SPM Bidang Ketenagakerjaan dibebankan pada
APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota
Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 3 Oktober 2006

WALIKOTA D

—

H. NUR MAHMUDI ISMA’IL

Diundangkan di Depok
Pada tanggal 3 Oktober 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK

Dra. WIN

INANTIKA, MM

NIP. 480 093 043

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2006 NOMOR 20
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STANDAR PELAYANAN MIN/IMAL KETENAGAKERJAAN

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA
NOMOR

TANGGAL

. 20 TAHUN 2006
: 3 OKTOBER 2006

DAFTAR PELAYANAN KETENAGAKERJAAN TARGET TAHUN 2006 S/D 2010

e

TARGET TAHUNAN
NO. URUSAN WAJIB JENIS PELAYAN INDIKATOR KINERJA NILAI 5606 [ 2007 | 2008 | 2009 | 2010 PENJELASAN
1 ) | 3 N Y T T 5 [ T 8 El 1
I |Panempatan dan 1.1 Penyebariuasan informasi pasar  |1.11  Pengumpulan data lowongan karja fokal, antar 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
pendayagunaan tenaga kerja keria (IPK) ,_uunﬂ.ub _kmﬁnﬂunhﬁgﬁ P
112 angumpuian data pencali kerja 4
daEatar = 100% | 100% | 100% | 100%| 100%| 100%
113  Pembualan naskah informasi pasar ketja untuk 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15%
disebaiiuaskan L
1.1.4  Paslaksanaan penysbaran (nformasi pasel kens 10% | 10% [ 10% | 10% | 10% | 10%
12. Psnyusunan perancanaan tenaga |1.21 Analisis qm_ﬁ.no_xaabnanm: ekonomi dan 0% o% | % | o | o% | 0%
kerja hatenagakal] kot
1.2.2.  Penyusunan proyeksi ekonami dan 0% 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
hetenapaker@an
123  Fenyusunan perncanaar ba 0% o [ D% | oO% | O | D%
124 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Tu. Penyelenggaraan bursa kena 3.1, Pepdaftarati H 1008 | 100% | 1009 [ 1009 | 1009 | 100% J
1,32,  Panganian r 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | |
133 Menpertemukan pencari kerja denga pengguna 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
tenaga kelja ¥ il _
134  Bimbingan terhadap bursa kerja swasta, petugas.
managemen bursa kerja. teknis bursa kerja 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | S0%
1.4 Penyelenggaraan penyuluhan dan 1.4.1 Bimbingan dam penyuluhadn kepada
bimhingan jabatan e Pencari kerja lokal (AKL), antar dasrah (AKAD) )
dan antar negara (AKAN) 60% | B0% | BO% | 60% | 80% | 60%
e Sigwa sekolah
s [Masyarakat
7% O% | O% 0% 0% | 0%
O% | 0% | O% | 0% | 0% | 0% R
144  Eimbingan penerapan analisis jabatan kepada |
instans pemerintah, perusahaan, lembaga 0% 0% | G% | 0% | 0% | 0%
| - = pelatihan swasta dan lembagsa lainnya I
15, Peiaksanaan psnempatan tenaga |1.5.1  Antar Kerja Lokal (AKL) :
kerjfa melalui mekanisme antar s Pencarl lowangan kerja
kerja | e Pendaftar pencari kerja
| s Seleks| 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
e Bimbingan penetapan kepada pencar kerja
s Penelitian dan pengesahan patjanjian kerja
. » penempatan tepagahara
52  Apatar Kerja Antar Daerah (AKAD) .
o Mancarl lowongan kerja melalui kerja sama deriga
daerah penerima tenaga kerja (Mol AKAD)
e Analisi permintaan AKAD
e Analisis perjanjian kerja/kontrak kerja 0% o% | 0% | 0% | 0% | 0%
o Penyuluhan untuk penempatan AKAD
» Recrutmen pencan kerja
e Bimbingan pencari kerja
* Persiapan penempatan tenaga kerfa kerja
» Fenempatan tanage kerje y . !f -
153 Antar Kerja Antar Negara AKAN :
e Penyuluhar penempatan kerja di luar negeri
» Pendaftaran calon tenaga kerja ke luar negeri 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
o Pemantauan kegiatan penempatan tenaga kerja i
ke luar negsi temasuk penceaahan TKI ilegal |

1 6. Pemberian jin. .



JENIS PELAYAN

INDIKATOR KINERJA

NILAI

TARGET TAHUNAN

2008

2009

2010

—

PENJELASAN

NO URUSAN WAJIB

2

3

4

2007
ET

&5

10

i 1

1.6

Pemberian ijin bidang
penempatan dan pendayagunaan
tenaga kerja

1.6.1

162

164

Perijinan dan pengawasan lambaga bursa kerja
swasta

e Penelitian kelengkapan persyaratan perijinan

e Peninjauan lokas| lembaga bursa kerja

e Pembaerian |jin

J

Pemantauan pelsshanaan burss ker

100%

100%

100%

100%

10086

100%

Perijinan praktek psikologi .
o Penelitian kelengkapan persyaratan perijinan
onmz_a-cm:_orgm,nuaumﬁumﬂrsxum,ro_oe
l
.

Pemberlan

0%

0%

0%

0%

o Penslitian kelengkapan parsyaratan penampungan
TKI

o Peninjauan lokasl periampungan

e Pemberian ijin

Perijinan pengawasan Kantor Cabang/PPTKIS :
Penaiitian kelengkapan persyaratan kantor cabang
Peninjauan kantor tan rencana kegiatan
Pemberian ijin

Rekomendasi parpanjangan ijin
penggunaan tenaga kerja warga
negara asing pendatang
[TKWNAF)

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100

100%

100%

10076

jabatan yang akan diduduki oleh TKA

100%

100%

100%

100%

100%

100%

{tsnaga ketia asing)
173

Per kan | ian jabatan dengan positif list
ng dikeluarkan oleh Deprake

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1004%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Pamberian rekomandasi (IMTA

2 |Penagunaan tenaga kera

Pemberdayagunaan tenaga kerja
cacat, lanjut usia dan warnita

212

244,
penyendang cacat

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Pendataan dan anallsis potensi tenaga kerja

0%

0%

0%

0%

Pendayagunaan tenaga kerja psnyandang cacat
melalui penempatan di perusahaan . pendekatan
pada perusahaan, ecruitmen dan taknis

0%

0%

0%

0%

113

Usaha mandiri
Bimbingen/pelatinan keterampilan tertentu sesuai
dengan patensi

e Pemberian modal kerja

o EBimbingan pelaksanaan usaha

3 [Pangembangan dan
perluasan Kerja

3.1

Periuasan kesempatan kerja

312

20%

20%

Pembinaan lambaga relawan dan pendayagunaan
tenaga kerja sukarela TKS) melalul penyusunan
kebijakan pelaksanaan kegiatan, pembangunan
jaringan kerja antar lembaga, sosialisasi kegitan
sukarelawan, fasilitas pelaksanaan kegiatan,
pelaksanasn internasional volunteer day setiap
tnggal 5 Desamber

0%

0%

0%

Pembentukan dan pendayagunaan TKS melalui
penyusunan kebijakan pendayagunaan TKS,
merencanakan pembentukan dan pendayagunaan
TKS, pelaksanaan penugasan dan pembinaan,
pslaporan dan evaluasi

0%

0%

0%

0%

0%

313

Pembentukan dan pembinaan tenaga kerja
mandin melalui penyusunan kebijanakan dan
strategi pelaksanaan kegiatan, perencanaan
pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan,
pembinaan, pelaporan dan evaluasi dan
pembangunan jaringan kerja antar
lembagalinstansi dan memiasilitasi sarana dan

20%

20%

20%

20%

20%

314 Pengembangan




NO.

URUSAN WAJIB

JENIS PELAYAN

INDIKATOR KINERJA

NILAI

TARGET TAHUNAN

2008

2007

2008

2009

2010

PENJELASAN

-

2

LAy

Y 2 4

T

Bl

8

i

3.1.4.

Pengembangan penyebarluasan dan penerapan
teknologi tepat guna melalui penyusunan
kebijakan dan strategi pelaksanaan kebijakan,
perencanaan pengorganisasian, pelaksanaan dan
pengawasan, pembinaan, pelaporan dan avaluasi
dan pembangunan jaringan kerja antar
lembagiinstansi dan memfasilitasi salana dan

0%

0%

0%

0%

3.1.5.

318

Pengembangan sektor informal dan usaha mandiri
melalui analisis potensial sumber daya daerah dan
penentuan prioritas sekior pengembangan,
penylluhan program bimbingan sektor informal,
dan usaha mandiri, seleksi pessrta bimbingan
sektor informal dan usaha mandin yang
mendapatkan peserta yang potensial,
penyelenggaraan bimbingan/pelatinan :
kewirausahaan, atau motivational achievenment
Training, managemen usaha, pemberian modal
usaha, bimbingan pelaksanaan usaha dan
emantauan dan avaluas pelaksanaan usahs

20%

20%

20%

Sistem padat karya meiajul analisis sumber daya
untuk perigembangan program padat karya,
sosialisasi padat karya, pendaftaran dan seleks:
peserta program dan pelaksanaan program padat
kaiya

0%

0%

0%

Pelatihan kerja dan
produktifitas kerja

4.4,

41.

Pany 1ggaraan pelat kerna

321

Pembentukan kelembagaan penanggulangan
pengangguran meialul penyusunan kebijakan
operagional penanggulangan penganggurn,
pembanguna jaringaan kerja, pembudtan mosel
penanggulangan pengangguran dan peluang
usaha. penggalangan dana penanggulangan
pengangguran, panyusunan mekanisme dan
presedur penyaluran dana untuk penanggulangan

0%

0%

0%

pengangguran, pemetaan SDA dan sosiallgasi
3z

Membina kelembagaan penggulgngan

Pelaporan. pemantauan dan avaluasi

Penyelenggaraan pelatinan kerja

w
N

%

0%

0%

o%

0%

0]

Analisis kabutuhan pelatiian

100%

100%

100%

100%

Bl

100%

100%

100%

Ot

100%

100%

100%

100%

108%

100%
100%

100%
1004

100%

100%

180%

100%

42 P

enyelenggaraan bimbingan
lembaga pelatihan kerja

422

Penyuluhan dan bimbingan kepada
pemyelenggar/manager pelatihan dan tenaga
teknis pelatihan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Petaksanaan pelatihan dan penyelenggaraan

pelatihan dan tanaga teknis
423

Famantauan dan avaluasi lembaga pelatil

100%

100%

100%

100%

T00% | 107%

100%

100 |

43.

Pemasaran program, fasilitas
pelatinan, hasil produksi, dan
lulusan pelatihan

431

433

434

Sostalisasi manfaat program, fasilitas, hasil
produksi dan lulusan pelatinan kepada dunia
industri atau

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Femantauan dan evaluasi

0%

%

0%

Pelaksanaan pemagangan dalam
negeri

4.41.
perusahaan

442

4.4.3.

Sosialisasi program pemagangan keperusahaan-

Penjajakan peluang kerjasama dengan

0%

0%

0%

0%

0%

0%

4 5. Pemberian fin, .




[ )
NO. jx/ JENIS PELAYA R KINERJ TARGET TAHUNAN NJELASAN
URUSAN waJIB S LAYAN INDIKATO ERJA NILAI 2005 | 2007 | 2008 ﬂow 5010 PEI LA
Y o 3 4 NI T Pk 1%} 8 110 T
4.5. Pemberian Ijin dan Pengawasan [4.5.1.  Penyuluhan dan bimbingan mengenai peraturan
Lembaga Pelatihan. dan manfaat memiliki ijin pefatihan, tata cara dan 1
prosedur pemberian lfin, baik metalui booklet atau TOUR LSy Ay M S22 100
leaflat ataupun konsultasi angsung.
100% | 1003 | 100% [ 100% | 100% | 100%
100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
100 | 100% | 100 | 100% | 100% | 100%
5 ) 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1008
456 Pamantauan dan evaluasi. 100% | 100% | 1004 | 100% | 100% | 100%
4.8. Pemberian Layanan Informasl 4.6.1. Penyusunan dan Pencetakan Bahan-Bahan
Pelatihan dan Produktivitas Informasi, antara lain berupa buku, majalah, 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Tenaga Kerja. booklet, leaflet atau konsultasi langsun:
Pm_m 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
4.7 Penyelenggaraan Pelatihan Kerja. Analisis Potensi Sumber Om«u Dasiah 0% | O% | % | U% | 0% | D%
..:.m. Penguhuran dan Analisis Produklivitas. 0% | O% [ O% | 0% | O% | O%
Penyuluhan dan Sesialises) Froduktivitas. 0% | 0% | O% | 0% | O% | D%
A.q..p Pelatihen Praduktivitss. 0% 0% | G% | 0% | 0% | %
4.7 85 Konsiltasi Piodukdivitas 0% Do [ O% Q% | 0% | D%
476 Proyek Pemantohan 0% 0% [ O% | 0% | 0% | (8
A4T7 Psmantauan dan Evaluasi 0% 0% | O% | 0% | O% | D%
5 [Hubungan Indusetrial dan 51. Bimbingan Penyelasajan 511  Bimbingan perundingan antara Pekerja atau 2 - o %
Syarat Kerja Parselisihan Hubungan Industnal Serikat Peketja dengan Pengusaha ah % | | 2 .2 5
Tingkat Pemerantaraan. 512 Pambuatap risstah perundingan s | s | 25% | 25%
51.3  Bimbingan pembuatan kesepakatan ( apabila Z bl i i
e ldapat penyelzsalan). tardapat penyelssalun 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 2s% |— |
5.1.5 ”_u.w_ﬂmwm_.__“_ﬁ: risaiah penyelesaian perselisihan 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25%
518 m.._.:a_ann: pembuatan kesapakatan penyelesaian 100 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
persalisihan industrial
517 Deateksi Dini tingkat kerawanan ketenagakarjaan
10% | 109% | 10% | 10% | 10% | 10%
518, Pembeikasan kasus ke ngkat lanjut }
5.2. Bimbingan dan Pembinaan 521, Penduikan Hubungan Industrial. 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
Hubungan Industnal * Penyuliuhan pada perusahaan.
= FPelaksanaan pendidikan _é.c_._:ws: industrial 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
tinpkat dasar kepada peksija dan pengusahal
522  Pemberdayaan Organisasi Pekerja.
® Sosialisas peraturan tentang organisasi pekerja
® Pendaftaran organisasi pekerja. 15% | 15% | 15% | 15% | 13% | 15%
® Penyuluhan dan bimbingan kepada pengurus dan
— anggetn oifganisasi pekalja I N
23. Pembardayaan Organisasi pengusaha :
e Soslalisasi cmﬁEiz tentang arganisasi 25% | 285% | 25% | 25% | 25% | 25%
o Penyuluhan dan bimbingan kepada pengurus dan
anggota oipanisesi pengusaha S
524, Pemberdayaan Lembaga Kerjasama { LKS)
* Sosialisas| peraturan tentang LKS Bipartit.
® Bimbingan pembentukan LKS bipartit. 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
¢ Pendaftaran organisasi LKS Bipartit
» Penyuluhan dan Bimbingan kepada pengurus darn
anggota LKs Bipartit. | .
53 Pemberdayaan Hubungan 53.1  Bimbingan pelaksanaan gérakan perbaikan 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15%
Industrual, | peloksanaan hubungan industiial
53.2. Pembentukan forum komunikas| pemberdayaan 100% | 0% | 0% |100%|100%| 100%
hubungan industrial
5.3.3. Penyuluhan peran para ﬂm__mn_,“mﬂ_wa__cxm_ dalam 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
5.4, Bimbingan dan Penyuluhan 5.4.1. Pembuatan Peraturan Perusahaan ]
Hubungan Industrial. o Sosialisasi peraturan perusahaan. 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
. m_:..c_smm: pembuatan naigm: Perusahaan

5.2 Pembuatan
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[ TARGET TAHUNAN
NO. URUSAN wWAJIB JENIS PELAYAN INDIKATOR KINERJA NILAI 20061 2007 | 2008 2008 | 2610 PENJELASAN
= e i % 5 B sl 8 BTG
54.2  Pembuatan kesepakatan kerja bersama
o Sosialisasi peraturan tentang kesepakatan kerja
Bersama.
e Pengukuhan kesepakatan kerja bersama pada 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25%
pekerja dan pengusaha.
o Bimbingan pembuatan kesepakatan kerja
Pendaftaian kesepakatan karja bersama.
543, Pembuatan Perjanjian Kerja .
® Sosialisasi peraturan tentang Parjanjian Kerja.
e Bimbingan _uoa_u_.__nsn _un.ame_n: Kerja. T | O | 0] TN 0
544, Pengupahan :
. mcﬂn:nnm_ peraturan tentang Pengupahan. 75% | 75% | 79% | 75% | 75% | 75%
) i pengupahen | |
5.45. Jaminan sosial tenaga kefja .
* Sosialisasi peraturan tentang Jaminan Sosial
Tenaga Kerja.
e Bimbingan pelaksanaan keanggotaan, Kiaim 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35%
Jamsostek.
o Pendataan kepesertaan Jamsostek dan
_ petkembangannya |
55 Pangupahan 551  Survel IKHM (Kebutuhan Hidup Minimum), KHL
{Kebutuhan Hidup Layak).
o Harga Kebutuhan Pokok.
* Kinusrpumn. Povusslas. 100% | 100%| 100% | 100% | 100% | 100%
e PORB.
e indak Harga Konsumen (IHK).
» Kondisi Pasar Krja
» Upah minimum pstbatasan _
8 |Perlindungan Tenaga Kerja | 81  Bimbingan Pencegahan a1, Inventainsasi tsmpat ketja. 2% % | 0% | 0% | 0% | 0%
Kecslakaan Kera. 1842 Indentifikesi sumbsr bahaye. O% | 0% | O% | 0% | 0% | 0%
315, lnventarisasi dats kecelakoan kefja. 100% | 1009 | 100% | 100% | 100% | 100%
614 Penyusunan statistik kecelakaan kerja 0% | 0% | O% | 0% | O% | O% [
§15  Pengamanan dan perlindungan terhadap alat,
mesif, pesawat, instalasi, proses produksi, bahan | 100% | 100% | 100% | 100%| 100% 100%
berbahaya dan beragun.
516 Pelindupgan tenaga taknis/ operatar. 45% | 45% | 459 [ 45% | 45% [ 45%
8.2. Bimbingan Kesehatan Kerja B3.21.  Inventarisasi data penyakit akibat keija 45% | 45% | 458% | 45% | 45% | 45%
22 45% [ 45% | 45% | 45% | 45% | 45%
23 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 4%
524 Higlens Paiusahaa 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% .
5.25  Gizl Kelja 45% | 45% | 45% | d45% | 45% | 45% |
526 PSK A5% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% |
27, 45%. | 45% | 45% | 45% | 45% | 45%
528, aramedis Parsahaan 45% | 45% | 45% | 459 | 45% | 45%
328  Dolter Pemsiikss Kesehatyn Tsnaga Ketle, 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% |
5.2.10. Kantin Perusahaan dan Katering pengelola 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75%
oakanan bagl TK,
8.3 Bimbingan Pembetukan Panitia 531  Inventarieasi tempat keija/ perusahaan yang
Pembina Keselamatan dan manpekerjakan tanaga kea 100 orang atay tebih i (il [l ! i @1
Kesehatan Kerja [F2K3). 332  Inventarisasi tempat kerjal perusahaan yang
mempekerjakan tenaga kerja kurang dari 100 0% 0% | 0% | 0% | 0% | O%
orang tetap) mempunyal esike Derbanays ungg IS |_,|[\|||l —
Tata cara prosedur pembentukan P2K3. TE% | 75% | 75% [ 75% | 75% | T5% .
5.3.4  Keanggotaan pengurus tugas dan fungsi 75% | 75% | T5% | 75% | 75% | 75%
.| otganisasi PIK3 —_—
6.4 Pengawasan Norma Keselamatan [5.4.1. Pembuatin dan penggunaan pesawat uap .
dan Kesehatan Kerja. o Sosialisasl peraturan standar pesawat uap
e Pemantauan pelaksanaan penerapan peraturan
dan xm.meacm_m«._ standar pesawat uap 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50%
o Pemeriksaan visual dan dokumen pesawat uap
e Pengujian pesawat
o Pembuatan laporan pemeriksaan dan pengufian
o Panatbitan akta ljin awat ual

9.4.2. Pembuatan. .




NO.

URUSAN WAJIB

JENIS PELAYAN

INDIKATOR KINERJA

NILAI

TARGET TAHUNAN

2006

2007

2008

2008

2

-

4

7

(]

PENJELASAN
S5 e T e

6.4.2

Pembuatan dan pengunaan belanja tekanan dan
potol baja.

sast Peraturan dan standar tekanan dan
botol baja

Pemantauan pelaksanaan penerapan paraturan
dan kesesuaian standar tekanan dan tombol baja
Pemeriksaan visual dan dokumen bejana tekan
dan botol baja.

Pembuatan lacran pemeriksaan dan pengujlan.
Peanerbitan akta ijin pengesahan dan permnakaian
bejana tehan dan botal baja

50%

50%

50%

50%

50%

50%

643

844

|l angkut.

Pembuatan den penggunaan pesawat angkat dan

50%

50%

S0%

50%

50%

Pembuatan dan Penggunaan pesawat tenaga dan
produkst

50%

50%

50%

60%

50%

845

Pemasangan dan penggunaan instalasi listrik
Sosialisasi peraturan dan standar instatasi listrik
Pemantauan pelaksanaan penerapan peraturan
dan | 1 standar ingtalasi listrik
Pemenksaan gambar rencana tan pemasangan
Instalasi listrik.

Pengujiar instalas| listnk

Pembuatan laporan pemeriksaan dan pengulfian.
Feneibitan akta p unaar (ntalasi listrik,
Pamasangan dan penggunaan pesawat lift untuk
pengagkutan orang dan barang

Sosialisasi peraturan dan standar pesawat lift
Pemantsuan pelaksanaan penerapan peraturan
dan kesesuaian standar peswat (ift.

Pemeriksaan visual dan dokumen pesawat lift.
Pengujian pesawat lift

Pembuatan laporan pemeriksaan dan pangujia
Penarbitan akta ijin panggunaan pesawat [Ift untuk
pengangkutan barang dan orang.

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

348

649

Pemasangan dan penggunaan Instalasi psnyalur
Sosialisasi peraturan dan standar penyalur pebir
Pemantauan pelaksanaan penerapan peraturan
dan kesesuaian standar instalas| penyalur petir.
Pengujian instalasi penyalur petir.
Pembuatan laporan pemeriksaan dan peng
Fene:bitan akla ljin pnggunaan instalasl penyalur
Pemasangan Instalasi panggulangan kebakarar
Sosiallsasi peraturan dan standar Instalas|
penganggulangan kebakaran

Pemantauan pelaksanaan penerapan paraturan
dan | 1 standar i | penanggulangan
kebakaran

Pemariksaan gambar rencana dah pemasangan
inatalasi penanggulangan kebakaran

Pengujian instalasi penganggulangan kebakaran
Pembuatan laparan pemeriksaan dan pengufian
Penerbitan akta ijin pemasangan instalasi
ulangan kebakatan
Konstruksi bangunan
Sosialisasi peraturan dan standar keselamatan
dan kesehatan kerja konstruksi bangunan
Pemantauan pelaksanaan penerapan peraturan
dan kesesuaian standar Instalasi bangunan
Pemetiksaan tempat kerja (zone site) konstruksi
bangunan

Pengujian peralatan konstruksi bangunan
Pembuatan laporan pemeriksaan dan penguiian.

Fensrbitan akta 1)in pemakaian konstiuks

50%

50%

30%

50%

30%

50%

50%

50%

50%

30%

50%

50%

50%

30%

30%

30%

€415 Pemasangan .. .
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6.4.10. Pemasangan dan penggunaan perancah

Sosialisast peraturan dan standar perancah

Pemantauan pelaksanaan penerapan peraturan

dan kesesuaian standar petancah

o Pemariksaan gambar rencana dan pemasangan 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30%

perancah

Pengujian perancah

Pembuatan laporan pemeriksaan dan pengujian

Penaibitan bkta ijin pamakaian pengaunaan

B84 11. Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dan o

lingkungen kerja

Sosialisasi peraturan kesehatan kerja

Pemantauan pelaksanaan perierapan peraturan

o Pemeriksaan pelayanan kesshatan kerjaffasilitas
kesehatan perusahaan

o Pemeriksaan kompetensi dokter pemariksan

kesehatan tenaga kerja, paramadik, perusahaan 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50%

dan petugas P3K

Pemariksaan dan pengujian lingkungan kerja

Petmariksaan APD

Pemeriksaan kesehatan tenaga kena (awal,

berkala. khusus dan puma bakt)

Pernariksaanpelaksanaan norma ergonomic

Pemer| 1 kantin perusahaan, catenng

engelsla makanan bagl tenagas kaia

5412 Penyimpingan penggunaan dan penanganan

bahan kimia barbahaya

Sosialisasi peraturan standar

Pemantauan pelaksanaan penerapan peraturan

dan kesesuaian stancar 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | &0%

e Pemeriksaan penyimpangan, penggunaan dan

penanganan bahan kimia beracun

Pemariksaan label dan tanda peringatan

Pembustan laporan pemailksaan dan psnaujisan

L]
L
g

8.5. Pemberdayaan pelaksanaan 8.5.1 Menmiima laporan hecalakaan haija TE% | 78% | 75% | 75% | 75% | 75% N
kegitan ahli | atan dan 5,52  Pemaiiksaan tem TS% | T5% [ T5% | 75% | T5% | T59% |
kesehatan kerja (ahl) K3) 853  Mealakukan kajian (analisis keceiakaan dan % 0% | o% | 0%
| menentukan penyebab utamanya)

0%

3,54, WMelakukan langkah preventii sgal idak tarulang 0% 0% | 0% [ 0% | O%

5.5,5__ Mencatat dan memasukan kedalam dats stalistk | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%

868 Pemetiksaan kecelakaan kerla 8,61, Manerima laparan rencana keralkegiatan ahli K3 T 0% | 0% | % | 0% | 0% | 0%
(kebakaran, peledakan, penyakit |86.2  Memeriksa/menelit, mengoreksi, merevisi

Fd| 3

akibat karja dan keadaan bahaya rencana kerja/kegiatan ahll K3 sesuai perturandan | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
lainnya) standal yarg digunakan ahli K3 bersangkutan
5,63 Manyatujul lsncans kenalk tkan | 0% 0% | O% | D% | 0% | O%
864  Pemertksaan laporan kegiatan pemeriksaar, 0% | 0% | 0% | o% | o% | ow
pemerikeaanipengulian ahli K3 SRS, AN ST
885  Menyetul atau menolak _mooﬂm:
mm:ﬁ:r@r__mm:uc_ﬁ: ahll xu i e M ] B
6.7. Pemberdayaan pelaksanaan K 0% | O | O% | 0% [ O% | O% | = |
kegiatan perusahaan jasa ) 372 Lmam petneriksaan, pengujian danfatau uo_mv\w:m; 0% 0% | 0% | 0% | 0% | O%
keselamatan dan kesehatan kerja |  kesehatankegs =~ 000000000 . —
(PJK3) £6.7.3.  Josa konsultansi keselamatan dan kesehatan keja [ 0% O% | 0% | 0% | o% | O%
374 0% | 0%
B.T5 O | 0%
8.7.6. Jasa pabrikasi dan/atau pmeliharaan dan/atau
reparasi dan/atau instalasi teknik keselamatandan | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | O%
kesahatan ketjs
68 Pelaksaan penerapan sistem 8.8.1. Penetapan perusahaan yang harus menerapkan 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | O%
manajemen keselamatan dan SMK3 ==
kesehatan kerja (SMK3) 682  Penetapan perusiuhaan yang hatus dilakukan audit | e, | 0o | 0% | 09 0% | 0%

{sksternall SMK3)

—

B8 3 Memeriksa .




NO. URUSAN WAJIB JENIS PELAYAN INDIKATOR KINERJA NiLAI TARGET TAHUNAN PENJELASAN

.

1 0 3 | 4 5 ) | 11

583 Memanksamenelit, perusahaan danfatau badan 0%
mislaksanahni audit SMK3)
884  Memetikea tenaga ahli yang akan melaksanakan 0%
aydit SMK3

B85 Menetapkan ingkat kesesuaian hasil audt dengan 0%
standal kittarla
58 Pengawasan Norma Keselamatan [591  Perawatan uap ' kelel uap, pemanas ail pengis: 75%

213 %

7
diri Keeahats Keija TE% | 75% | 75% | 75% | 75%
£ i To% | TE% | T5% [ TE% | T | T5%
883 Pesawat angkat dan angkul = pesawat angkat
crane | forklift. buldozer. sxcavator, béckhoe, 7E% | 75% | 75% | TE% | 759 | 75%
graidel escalatol comveyol hersta gantung
884  Pesawat lenaga dan produksi  motor diesel 75 | T5% | 75% | 75% | 75% | 75%
& ator Dppur tanu ) |
B.9.5 _ Pesawal it TS% [ TH% | T5% | 75% | 7% | T5%
886 Instalasi Listrik To% | TE% | T5% [ 76% | T3% | 7S%
T5% | T5% | T9% | TE% | T9% | 75%
T5W | 5% | TS% | 75 | To% [ 75w
T5W [ T5% | T5% | T5% | 75% | 7S%
T5% | 75% | 75% | T5% | 75% | 5%
TS% | T5% | T5% | TH% | TE% | T5%
TE% | T5% | TS% | 75% | T5% | 7S%
810 Penydikan Pelanggaran Norma S0% | 50% | 50% | S0% | 5% | 50%
Kesslamatan dan Kesehatan S | S0% | 50% | S0% | S0% | S0%
Kerja T | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
: % | O% | 0% | 0% | o | 0%
7 |Peiak 1 Peng = | 71 Pelaksanasn Pengawasan Norma |7 11 O% | 0% | U% | O | O% | 0%
Norma Pelatihan dan Pelatihan s . il n k @ T 100 [ 100% | 1004 | 100% | 1008 | 100%
Penempatan 723  Pemberian tindakan terhadap pelanggaran norma 0% o% | o | 0% | 0% | 0%
petatihan ]
72 Pelaksanaan Pengawasan Norma |7 21 Penyab Norma P p Dalam dan 7 7 5
Penempatan Dalam dan Luar Lusr Nesgeil o i Wi i iy
Negen 7212 Pamerksaan Pelak HNorma Py pat 7 7 2
Cradam dwe Lusi Neger 5% | 7E% | T9% | TS% | 7% | 75%
| _AAm dan Lum —— I —
T3 Pembenan tindakan terhedap pelanggaran norma 0% | 0% | % | 0% | tm | om
e = —— Fanempatan dalam dan Lus Heger
73 Pelaksanaan Pengawasat Norma |73 1 Penyabadyasan Norma Penempatan Dalam dar 7 5 " P -
Penempatan TKW / NAP yal Megsn 5% | 75% | T | 75% | 7S | 5% |
732 Pemenksasn Pelaksanasn Normu Penempatan 7 78 7 7
Cialarn dan Luar Megeri W [ 2006 O 1O VIO 75N
733 Pembenan tindakar terhedap pelanggaran nomie | o 0% | 0% | 0% | toe | 0w
Fanempetan Dalam dan Luar Hegar |
8 |Pela P an | 81 Palal | Pengawasan Moma 811 Penyabaruasan Norma Wallb Laper
Morma Kerjs h Wajib Lapof Ketenagaketjaan Matenagakejaan (VLK) o | .I@oi O] b | O -
812 Pemeriksaan Pelaksanaan Norma Upah Mimimam %
- Kota (KM, B5% | 85% | 5% | 5% | 85% | PE%
813  Pemberan tindakan terhadap pelaggaran notma 0% | 0% | om | o% | o% | 0%
| Ketsnagakaijaon —
82 Pelaksanasn Pengawasan Upah |32 1 Fanyabarluasan Nooma LMK TE% | 75% | 75% [ T8% | 75% | 75%
Mirumum |8 22  Pwneiksaan Pelaksanaan Moima UK T5% | 5% | T9% | TS | 7AW | TS
823 Pembenan lindakan terhadap peinaggaran LMK % | o% | o | 0% | om | 0%
B3 Pelpksanaan Pengawasan Upah [831  Penyabariasan Noima Pembayaran 1Jpah Lembut 76% | 75% | 75% | 75% | 738 | 75%
Lembur
832 Pemerksan pataksanaan Norma Pembayaran 75% | 75% | 75% | 750 | 75% | 7s%

Upah Lembut
B33  Pemberan findakan terhadap pelanggaran Upah
Lembuw

B4 Peiaksanasn Pengawasan Upah.

75% | TS% | 75% | T5%

———

e
T8% | 75% | 75% | 7% | 5%
T5%
0%

L

hatentuan upah

8.5 Falal sanaan



NO. URUSAN WAJIB JENIS PELAYAN INDIKATOR KINERJA NILAI oo ARG mwowwxw.%% = PENJELASAN
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8.5 Pelaksanaan Pengawasan Norma (851,  Penyebariuasan Norma Wektu Kerja dan Waktu 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75%
Waktu Kerja dan Waktu !stirahat. Istirahat.
8.5.2. nmaozrmmm: Pelakasanaan Waktu Kerja dan Waktu 78% | 76% | 75% | 78% | 76% | 75%
' Istirahat.
8.5.3. Pemberian tindekan terhadap peianggaran
ketentuan Waktu Kerja dan Wakiu istlrahat. 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
8.6. Pelaksanaan Pangawasan Norma .___Penyebariuasan Norma Penyandang Cacat. 0% | 0% [ 0% | 0% | 0% [ 0%
Penyandang Cacat. 86.2. Pemeriksaan Pelaksanan Norma Penyandang 0% o% | 0% | 0% | 0% | 0%
Cacat
86.3. Pemberian tindeken terhadap pelaggaran 0% 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
ketentuan Penyandang Cacat.
9 |Pelaksanean Pengawasan | 9.1. Pelaksanaan Pengawasan Kerja [9.1.1.  Penyebarluasan Norma Kerja Malem Perempuan. 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50%
Norma Parempuan dan Anak Maiam Perampuan.
9.1.2. Pemenksaan Peiaksanaan Norma Kerja Malam 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50%
Perempuan.
9.1.3, Pemberian tindakan terhadap pelanggaran Norma 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Kerja Malam Perempuan.
9.2. Pelaksanaan Pengawasan Norma . 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% 1
Kerja Perempuan. 9.22. Pemaeriksaan Pelaksanaan Norma Kerja 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50%
Perempuan.
923, Pemberian tindakan terhadap pelanggaran Norma 0% | 0% | 0% | 0% | o% | 0%
Kerja Perempuan.
9.3 Pelaksanaan Pengawasan Tenaga . Penyebarluasan Norma Tenaga Kerja Anak, 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75%
Kerja Anak. 932 _uoarm‘_xmmw: Pelaksanaan Norma Tenaga Kerja 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75%
Angk.
9.3.3.  Pemberian tindekan terhadap pelanggaran Norma 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Tenaga Kerja Anak.
10 |Pelaksanaan Pengawasan |10.1. Pelaksanaan Pengawasan 10.1.1. Penyebariuasan Ketentuan tentang PDS TK, PDS 76% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75%
Norma Jamsostek Perusahaan Deftar Sebagian Upah dan Program.
(PDS) Tenaga Kerja {TK), PDS 10.1.2. Pemeriksaan Peieksanaan PDS TK, PDS Upah 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50%
Upah dan Program. dan Program.
10.1.3. Pemberian tindakan terhadap pelanggaran
Kepesertaan dan Program JAMSOSTEK. o sl il [ 0 W O
10.2. Pelaksanan Pengawasan JKP 10.2.1. Penyebariuasan Katentuan tentang JPK dengan
dengan Manfaat Lebih Baik. mantaat lebih balk. I | % W% ) k| ] o
10.2.2. 1@ﬁ3xuom: Pelaksanaan JPK dengan manfaat 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50%
lebih batk.
10.2.3. Pemberian tindakan terhadep pelaggaran JPK 60% | 60% | 80% | 69% | 60% | 60%
dengan manfaat lebih baik
10.3. Pelaksanaan Pengawasan 10.3.1. Penyebarluasan Ketentuan Jaminan Kematian, 80% | 60% | 60% | 50% | 60% | 60%
Jaminan Kematian, Jaminan Jaminan Kecelakaen Kerja dan Jaminan Heri Tua.
Kecelakaan Kerja dan Jaminan 10.3.2. Pemaeriksaan Pelaksanaan Jaminan Kematian, 60% | 60% | 60% | 80% | 60% | 60%
Hari tua. Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Hari Tua.
10.3.3. Pembarian tindakan terhadap pelanggaran
Ketentuan Jaminan Kematian, Jaminen 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Kacelakaan Kerla dan Jaminan Hari Tua,
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